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BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA REVISI ANGGARAN KAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

bahwa dalam rangka menyesuaikan anggaran belanja
Pemerintah Daerah dengan perubahan keadaan, prioritas
kebutuhan, dan percepatan pencapaian kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilakukan revisi anggaran
kas;

Bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20106 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran perlu
diatur tata cara revisi anggaran kas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Revisi Anggaran Kas;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4968);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4971);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
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2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti
Provinsi Riau;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA REVISI
ANGGARAN KAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara
republik Indonesia tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan/atau
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintah daerah;

Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Satuan kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran / pengguna barang.

Revisi Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran
rincian anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam
Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD);

Perubahan Anggaran Kas, yang selanjutnya disebut Revisi
Anggaran kas adalah pembahan dan/atau pergeseran jadwal
penyediaan dana yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Anggaran Kas SKPD;

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang seterusnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen



perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan
SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya;

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya SKPD
disebut DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

11. Target Kinerja adalah hasil yang ditetapkan/diharapkan dapat
dicapai baik kuantitas, kualitas, jenis dan satuan dari
pelaksanaan sebuah program atau kegiatan;

12. Sasaran program adalah hasil (outcome) yang sasaran program
diharapkan dapat dicapai dari pelaksanaan sebuah program
yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari
pelaksanaan kegiatan;

13. keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas
pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang
tergabung dalam kegiatan yang merupakan komponen input,

14. komponen Input adalah anggaran yang dialokasikan untuk
mendanai satu atau beberapa paket pekerjaan dalam rangka
menghasilkan sebuah keluaran (output) yang dirinci dalam
objek belanja;

BAB II
REVISI ANGGARAN KAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Revisi Anggaran Kas

Pasal 2
Revisi Rincian Anggaran Kas meliputi :

1. Pergeseran jadwal penyediaan dana dari bulan yang belum
jatuh tempo ke bulan berkenaan; dan

2. Pergeseran/pertukaran antar sumber dana.

Pasal 3

Pergeseran jadwal penyediaan dana dari bulan yang belum jatuh
tempo ke bulan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
angka 1 merupakan pergeseran sumber dana tertentu dari jadwal
penyediaan semula, menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

Pergeseran/pertukaran antar sumber dana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 angka (2) merupakan pergeseran/pertukaran antar
sumber dana, baik pada jadwal penyediaan yang sama ataupun
pada jadwal penyediaan yang berbeda.
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Bagian Kedua
Batasan Revisi Anggaran Kas

Pasal 5

Revisi Anggaran Kas yang Dbersifat pergeseran jadwal
penyerapan, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pergeseran maju (memajukan jadwal penyerapan) harus
bersamaan dengan pergeseran suber dana yang sama dari
kegiatan lainnya,;

b. Apabila pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak dapat dilakukan, pergeseran menyesuaikan dengan
ketersediaan kas dari sumber dana yang sama.

Revisi Anggaran Kas yang bersifat pergeseran sumber dana,
dapat diproses selama tidak menggeser jadwal penyerapan pada
masing-masing sumber dana.

BAB III
TATA CARA REVISI ANGGARAN KAS

Bagian Kesatu
Revisi Anggaran Kas

Pasal 6

Revisi Anggaran Kas yang dilaksanakan meliputi
perubahan/pergeseran jadwal penyerapan sebagai akibat dari
adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya mengalami
perubahan menyesuaikan jadwal dari pihak penyelenggara;

b. Terdapat kegiatan yang dikarenakan kondisi mendesak harus
segera dilaksanakan;

c. Terdapat kesalahan dalam menentukan pola penyerapan.

Pengguna Anggaran menyampaikan usulan revisi rincian
Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada
Ketua TAPD c.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah dengan dilampiri :

a. Surat permohonan dari Pengguna Anggaran dengan
mencantumkan penjelasan kondisi yang menyebabkan
diusulkannya perubahan;

b. Perincian Anggaran Kas sebelum perubahan dan perincian
Anggaran Kas setelah perubahan;

c. Melampirkan bukti pendukung berupa Surat Keputusan atau
Surat edaran yang dijadikan landasan (bila ada).

Pergeseran Anggaran Kas dapat dilakukan sepanjang tidak
mengubah pagu dana keseluruhan dan mendapat persetujuan
PPKD.

Pasal 7

Pengajuan usulan revisi Anggaran Kas sebelum perubahan APBD
hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu kegiatan
pertriwulan.



Pasal 8

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2
dapat dilakukan apabila ada kebijakan yang terkait khusus dari
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 9

[1] Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan surat
pengajuan usulan pergeseran anggaran kas yang diajukan oleh
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dilampiri draf persetujuan revisi
kepada PPKD;

[2] Berdasarkan surat pengajuan usulan pergeseran anggaran kas
yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
sebagaimana ayat (1), PPKD menandatangani
persetujuan/penolakan perubahan/revisi Anggaran Kas;

[3] PPKD melalui Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
menelaah dan memproses usulan revisi paling lambat dalam
waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara
lengkap;

Bagian Kedua
Penyampaian Revisi Anggaran Kas

Pasal 10

Anggaran Kas yang telah disetujui disampaikan kepada Pengguna
Anggaran dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten dan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

Dalam rangka tertib administrasi, Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah c.q Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melakukan
rekapitulasi data anggaran kas berdasarkan revisi anggaran kas
yang telah disetujui..

Bagian Kedua
Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran Kas

Pasal 12

[1] Batas akhir penerimaan usulan revisi Anggaran Kas paling
lambat sudah diterima pada bulan Juni Tahun Berkenaan/
sebelum disahkannya Perda Perubahan APBD tahun berkenaan.

[2] Pada saat penerimaan usulan Revisi Anggaran Kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seluruh dokumen telah diterima secara
lengkap.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal, 09 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal, 09 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 13



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN
KAS

NOMOR
TANGGAL :

FORMAT SURAT PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN KAS

KOP SURAT

SKPD

Selatpanjang, ......
Nomor : 900/ / ....... Kepada :
Lampiran : - Yth. Sekretaris Daerah

c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Perihal : Usulan pergeseran
anggaran kas

di -
Selatpanjang

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran
kas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran angkas
pada kegiatan (dibuat nama kegiatan) dengan alasan dan

pertimbangan sebagai berikut :

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan
kegiatan tersebut, perlu dilakukan pergeseran anggaran kas
dengan rincian perubahan sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon
pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya dibahas oleh TAPD
dan PPKD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak

diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
NAMA.
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.



FORMAT RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN KAS
KEGIATAN ...ccceteiierierircnrencenceccaceecencnns
TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian SEMULA
No Belanja Pagu TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Januari | Februari | Maret April Mei Juni Juli Agustus Sep Oktober Nov Desember
Belanja
1 Alat Tulis 12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kantor
Uraian BERUBAH MENJADI
No Belanja Pagu TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Januari | Februari | Maret April Mei Juni Juli Agustus Sep Oktober Nov Desember
Belanja
1 Alat Tulis 12.000.000 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000
Kantor

KEPALA SKPD




FORMAT SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERGESERAN ANGGARAN

KAS
KOP SURAT
BPKAD
Selatpanjang, ......
Nomor : 900/ Kepada :
Lampiran : - Yth. Kepala SKPD .............
Perihal : Tindaklanjut Usulan
pergeseran  anggaran
kas di —
Selatpanjang
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat Kepala Badan/Dinas/Kantor
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor xx........... perihal usulan

pergeseran anggaran kas, setelah kami lakukan evaluasi dan

analisis terhadap uraian belanja pada kegiatan ........... maka

disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan pergeseran anggaran kas kegiatan .............. pada
SKPD ........... , DAPAT DISETUJUL.

2. Usulan pergeseran anggaran kas kegiatan .............. pada
SKPD ........... , TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

IRWAN



